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: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan
salah satu jenis Pajak Kabupaten ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah,
Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertiro.bangan eebagaimane dimaksud
pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan PeratuI"ay
Daerah ten tang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; /

1. Undang-undang Nomor 12Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupat.en Otonom eli
Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2. undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus b~ Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4151). sebagaimana telah
diubah dengan Undang-udang Nomor 35 Tabun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubliJe
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarari
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor
165 , Tambahan Lembaran 'Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas ~an Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah
Provinsi ( Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah
Provinsi ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)



Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten KepulauanYapen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati ialah Bupati Kepulauan Yapen ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo
Kepulauan Yapen ;® Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan
Vapen

~ Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

I

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;,
8. Pejabat adalah pegawai negeti sipil yang diberi tugaa tertentu

di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang danl atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang mcliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negaraatau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana peneiun, persekutuan,
perlrumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Pasa11.'

BADl

KETENTUAN UMUM

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Dengan Persetujuan Beraama

PERWAKILAIf RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAlf YAPEN

dan
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :



~
11. P~ak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Y8DI MIanjutnya

diaebut Pajak adalah pajak atas kegiatan penpmbiJaD mineral
bukan logam dan batuan, baik dan sumber a1am di deIsm
dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatlcan.

12. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
lopm dan 'ba.tuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan
perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

14. W8Jlb PaJak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar paJak, pemotong pajak, dan pemungut P9ak. yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan aesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15 Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (saN) sampei
dengan 3 (tip) bulan lca1ender,yang meqjadi daaar bagi W.gib
PaJak W\tuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang.

16 Tahun P8Jak ad·J·b janpa waktu yane Iamanya 1 (aatu) tahun
kalender, 1cecuali bila Wajib PIVak mengunakan tahun buku
yang tidak aama dengan tahun kalender.

17. Pajak yana teru!aDg adalab ~ yang harua dibayar pada
.uatu -.at, daJem Nasa Pajak. dalam Tahun P8Jak. &tau daJam
BegUm Tahun Pajak aesuai dengan ketentuaD peraturan
perundana-undangan perpeJaJamdaerah.

18. Pemungutan adalah suatu n1J18kaian kegiatan mulai dari
pensbimpunan data objek dan subjek paJak, penentuan
besamya paJak yang terutang aampai kegiatan penagihan
~ak kepada WajibPajak serta pengawasan penyetorannya. ,

19. SUrat Pemberitahuan Pajak Daerab. yang aelanjutnya diaingkat·
SPTPD, adalah eurat yang oloh W~ib PeJak c:liguDakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pcm~ ~. objek
~ak dan/atau bukan objek ~ak, dan/_tau harta dan
kew~iban eemai dongan ketentuan peraturan penmdang
undanpn perpeJakan daerah'.

20. Surat 8etoran h.jak Daerah, yanlle!aDJutDya diamgkat SSPD.
edalah bukti pembayaran &tau penyetoran ptljak yang telah
cUlaJcuIcan ctenpn mengunakan formuBl'.tau telah dilakukan
dengan cera lain Ice leu daerah melalui tempat pembayaran
yang cIituI\iUk oleh Bupati.

21. Swat Keq,tapan ~ak Daerah KUI'aDI BIpr, Y8DI eelaqjutnya
dieinpat SKPDKB, adaJab. aurat ketDt:apan ~ yang
meneDtukan beaamya jwnJah potak peJak. jumleb kredit
p~ak. Jumlah kekuranpn pembayanm pokok pajak, beMmya
unkai adminiatratif'. dan jumlah .-.tate YIlDI mu1h barua~.



22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang se1anjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalahr surat ketetapan pajakl yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD.
adalah aurat untuk melakukan tagihan pajak dan! atau sanksi
administratif berupa bunga dan! atau denda.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danj'atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat TagihaD Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

27. Surat Kcputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemheritahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketige. yang diajukan
oleh Wajib Paj*.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keheratan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi'
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghaailan
dan biaya, serta jumlah barga peroleban dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyuaun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut.



4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);,

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penye1cnggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi
Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor SO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta K.ed.udukan
Keuangan Oubernur sebagai Wakil Pemerintah eli wilayah
Provinsi ( Lernbaran Negara Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cam Pela.ksanaan Tugas dan Wewenang serta. Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pcmerintah eli wilayab
Provinsi ( Lernbaran Negara Tahun 2011 Nomor 44.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5209)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
RepubUk Indonesia Tahun 2010 Nomor 119. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia ,Nomor5161);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang -Jenis
Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Ketctapan Kepala
Daerah atau dibayar sendlri oleh Wejib Pajak ( Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor
5179);

11.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)



10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besamya kemalcmuran rak;yat.

~
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu
di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundangundangan.

BABI

KETENTUANUMUM
P.sa11

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati ialah Bupati Kepulauan Yapen ;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Yapen ;

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupat.en Kepulauan Yapcn

7. Kas Daerah adalah Kas DaerahKabupaten Kepulauan Yapen;

; PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

DengaD Persetujuan Bersama

)EWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENKEPDLAUAlf TAPE.

dan

BUPAT! KEPULAUANYAPER

MEMUTUSKAN :



11. Pajak Mineral Bukan Logarn dan Batuan, yang selanJutnya
disebut Pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, balk dan sumber alam di dalam
dan/atau permukaan bumi untuk dlrnanfaatkan.

12 Mineral Bukan Logam dun Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagrumnna dirnaksud di dalam peraturan
perundang undangan di bidang mineral dan batubara.

13 ubjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan Pajak.

14 \\ 8Jlb PBJak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pernbayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunytu hale dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan pe.raturan perundang-undangan perpajakan daerah.

IS MBSll Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai
dengan 3 (uga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak
yang terutang

1 Tahun Pajak ada! jangka waktu yang lamanya 1 (satu) rabun
kalender, kecuali bila WaJlb P~a.k menggunakan tahun buku
:)ang udak sarna dens n tahun kalender.

17 ~ak yang terutang ndalah pajak yang harus dibayar pada
suatu S88t. dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak. atau daJam
Bagian Tabun Pajak seSU8J dengan ketentuan peraruran
perundang-undangan perpajakan daerah.

18 Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula.i dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak. penenruan
besamya pajak yang terutang sampai kcgiatan penagihan
pejak kepada Wajib Pajak serta pengawaaan penyetorannya.

19 Surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya djsingkat
PTPD, adalah aurar ynng oleh W~ib ~tlk digunakan untuk

melaporkan penghitungan darr/atau pembayaran pajak, objek.
pajak dan/atau bukan objek pejak, danJatau harta dan
kewaJiban SCSU81 dengem kctentunn peraturan perundang
undnngan perpajnkan daerah.

20 Sural Setoran Pajak Daerah, yang aelanjutnya diaingkat SSPD,
adalah buktl pembayaran atau penyetoran ~ak yang telah
dllakukan dengan menggunakan fonnulir .tau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupau.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya
sankai administratif. dan jumlah peJak yang maaih iharus
dlbayar. ~



22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang'
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlab pajak yang telah
ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah' surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adaJah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau seharusnya tidak teru~g. I

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya ctisingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga danj atau denda,

26. Surat Keputusan Pernbetulan adalah surat kcputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau
kekeliruan daJam penerapan ketentuan tertentu daJam
peraruran perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

27. Surat Kcputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Kctetapan ~ak Dacrah
Kurang Sayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Sayar, atau terhadap
pemotongan atau pernungutan olch pihak kctiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Kebcratan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

29. Pembukuan adaJah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewaiiban, modal, pengbasilen
dan biaya, serta jumlah harga perolchan dan pcnyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyuaun laporan'
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode
Tahun Pajak tersebut,



Pasal4

SubjekPajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral
Bulcan Logam dan Batuan.
WeJibPajak adalah orang pribacli atau Baden yang mengambil Mineral Bukan
l.oaam dan Batuan.

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logamdan Batuan yang nyata.-nyata
tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah
untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon,
penaneman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/gas;

b.kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logarn dan Batuan yang merupakan
ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan
secara komersia1;

a. batu kapur;
b. pasir dan kerikil;

c. tanah liat;
d. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan penmdang-undangan.
Dikecua1ikan dari objek Pajak sebagairnana dimaksud pada ayat (I) adalah:

Pasal3

ObjekPajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
yang meliputi:

BABn

NAMA, OBJEK DANSUBJEK PAJAK

Pasal2

nama Paj.ak M~eral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas
pengambilan mineral bukan logamdan batuan, baik dari sumber alam
dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

I

31. Penyidikan tindak .d '.. pi ana di bidang perpajakan daerah adalah
serangkruan tindak .. an yang dilakukan oleh Pc:nyidik untuk
mencan serta me . . .m ?gumpulkan bukti yang dengan bukti itu
embu~t t.erang tindak pidana di bidang perpajakan daerah

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

30. Pemeriksaan adalah .
mengolah data k t semngkruan kegiatan menghimpun dan

, e erangan d / . . akansecara objektif dan I. an atau bukti yang dilaksan
Pemeriksaan tu profeslonal berdasarkan suatu standar

un k menan i' kperpajakan da ah 0-..1 epatuhan pemenuban kewajiban
melaksanakaner k dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka

eten~ turperpajakan daerah. pera an perundang-undangan



Paall0

Pajak Terutang ada1ah pe.da saat pengambilan Mb1erIl Bukan LOgam dan

BABV I
~

MASA PAJAB! DAN SAAT PAJAK TBRUTAKG

PualP
dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan Kalender

BABIV

WlLAYAH PEMUNGUTAK

Pasal8

yang terutang dipungut eli wilayah daerah

Pasal7

Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengaJikan tarif
dimaksud dalam Pasal 6 dcngan dasar pengcnaan pajak

~bagailruil1adimaksud dalam PasalS ayat (1).

Pajak ditetapkan sebesar 20 (dua puluh) persen

Pasa16

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan
Logamdan Batuan.

Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihiQ!ng dengan menga1i'e!?
volume/tona~ hasil pengambilan dengan nilai pasar atau ~ga standar
~-masing jenis Mineral Buka.ri LogamdanBatuan. '

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang
berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digUDakan harga
~ yang ..ditetapka0 o~h i.p.stansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan' Mineral Bukan Logamdan Batuan. .

/ BABm

JDASAR PUGENAAN, TARIF DAN CARA PERlDTUlfGAR PAJAK

PawS



Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan:

a. SKPDKBdalam hal:
1)jika berdasarkan basil pemeriksaan atau ketcrangan lain, ~ak yang
terutang tidak atau kurapg dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati daJsm jangka waktu
tertentu dan setclah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBTjika ditemukan data bam danj'atau data yang semula belum
terungkap yang mcnyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang d~ tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administratif berupa bungs sebesar 2% (dua persen) scbulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh eIIlpat) bulan clihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal13

BABVU

PENETAPAN

Pasal12

Pajak wajib menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
a:u"t:U.l~~O'i:l sendiri dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam

11 ayat (1).

BABVI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAB

Pasal 11

Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. ,

sebagaiman~ dimaksud pada ayat (fl, harus diisi dengan jelas, benar
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

,-_ .........yang dimaksud pada ayat [I}, harus disampaikan kepada Kepala
, paling lambat 15 (lima belas) han setelah berakhirnya Masa Pajak;

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.



Pua)lS

~mbayaran Pajak yang tr:rUtangdilakubD eli K.an.aaIa
~mbayaran Pajak sebapjmanadim-bud .... .,. 1 «.h.·' ..... n

menggunakan SSPD
Be.ntuk. JCfU$, ukuraD dan tamcara pes .. ' n 88PD. .. 1,. M drape.
Pmaruran Bupab

Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligua.
Pajak dilunasi paling lambat 7 ~juh) han keIja setdah Baat terutanpl)'a
pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo ba&i WaJib PaJak untuk melunui
psjaknya.
SKPDKB. SKPDKBT. STPD. Surat KeputuS&n Pembe~ Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding. yang menyebablmo j1lmJab peUak yana
hams dibayar bertambah merupakan da.sar penagibao P"iak dan harua
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satul bulan ICjak tanlPl
diterbitkan.
Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah mcmcnnhi penyara&an yana
ditentulcan dapat memberikan pcrsetujuan Irepeda W&jjib ~ untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, denpn ct."kenelcen bunIa
sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengeruu tala cara pem.. ,araD. peayetoraD,
pembayaran denga.n angsuran. dan penn""aan pembajll6"8l1 P'tiU diatur
dengan Peraturan Bupati.

~C11.al1i;.tU1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenaun jiJra _-.JIb
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksMn.

,",WnJ.IILD pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimaoa dimaJaIud ...
(1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupe. keMikan

~5et)C8fll' 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambeb .. nksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen] sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palin& lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak seat terutangnya pajak.

kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT aeb.p;mana
IDUIAD\,&U pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi achnjnjatratif berup8

sebeear 100% [serarus persen] dari jumlab kek1..IraDpD peJak



BABX

PBIIBBfULAII, PBIIBATALAX, PBII'OURAROAIf KBTBTAPAlI. I

DO PEIIOIIAPU8A1I ATAUPENGURAlfciu MRB8I AJ)M'l1II8TItA8I

Pual18

Atas penoohonan Wlijib PaJak atau karena jabatannya. Bupati dapat
membetuJkan SKPDKB. SKPDKBT atau STPD, SKPDN _tau SKPDLB yang
da1am penerbitannya terdapat keealahan tulia dan/_tau keaaIahan hituDg
danl atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu daJam peraturan
perundang-undangan ~aJcan dacrah.

Bupau dapat:
a. Mengurangkan atau menghapuakan lanlcai administratif berupa bunaa.
denda, dan kenaikan pajak fan. terutans menurut peraturan
peruneJangundangan perpeJakan daerah, daJam hal MDbi tenlebut
dikenakan karena kekhi1afan W~ib PeJak atau bUkan karena.
kesalahannya;

b Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD. SKPDN
atau SKPDLByang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD:

yang terutang berdasarkan SKPDKB. SKPDKBT. STPD, Surat
Kqrut1'-lS81I1 Pemberulan, Sura.t Keputuaan Keberatan, dan Putuaan Banding

tidak atau kurang dibayar oleh W~ib PaJak pad. waktunya dapat
'~~ dengan Sural Paksa.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakaanakan berdasa.rkan pera.turan
pcrundang-undangan.

Pual17

~ BABa
TATACARA PENAGIHAN
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dapat menerbitkan STPDjika:

dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

basil penelitian SPrPD terdapat kekurangan pembayaran sebapi
:.BKJIIJB.\ salah tulia dan/atau Nllah hitung;
WajibPajak dikenakan aanksi administratif berupa bunp dan/ atau denda.

wnilall kekurangan pajak yang terutang dalam STPDsebapimana dimaksud
ayat (11hunlf a dan buruf b ditambah dengan u.nlari administratif

.......'••....,.bunga sebesar 2% (dua persen] setiap bulan untuk paling lama 15
belas) ~ 8ejU t terutangnya pajak.
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II Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua bolas) 'bulan. aejak tangga)
Surat Keberatan diterfma, harus memberi keputuaan ato keberatan yang
diajukan.

I Keputuaan Bupatl atu bberatan dapat berupa menerlma eelunabIva atau
sebagian,menolak, atau menambah beeamya MakyaqteNtana.

,

"

d. membltalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang cWakaanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; daD

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pel tfmbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek piQak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pengbapuaan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BABXI

KBB&RATAK DAR BAImI1lG
BqiaD Keaatu

KeberataD

Pua119
W8..Jlb Pajak dapat menpjukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang dirunjuk atas suatu:

a SKPDKB,

b SKPDKBT.
c. SKPDLB,

d SKPDN: dan

e. Pcmotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdaaarkan ketentuan
peraturan perundangundangan ~akan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis daJam bahasa Indonesia dengan d.isertai
alasan-alasan yangjelaa.

Keberatan harua diajulcan deIsm jangka waktu paling lama 3 (tip) bulan
6eJak ~ 8W'8t, tanggal pemotongan atau pemungutan eetwgaimana
dtmaksud pada ayat (I), kecuali jika Wajib Pajak dapat menW\iuk1can bahwa
Jangka waktu itu tidak dape.t dipenuhi karena leeadaan diwar kekuaaaannya.

J Keberatan dapat diaJukan apabila WeJib ~ teJah membayar paling aedikit
50 (lima puluh) penen.
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan _ .... imana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianaap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipcrtlmbangkan.
ITanda penerimaan .urat keberatan yana diberikan o1eh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk ataU tanda pensfrlman lurat keberatan me1al'ui IlUl'at poa
tereatat eebagai tanda bukti penerimun swat kebera.tan.



I

\,

kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengeJukan
I)Oh,ona:n pengembalian kepada Bupati.

Pasal22

pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan

mtamoan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
(dua puluh empat) bulan.

J.llU~ll bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
:IelUlllIl:58Il sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh
dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
hal Wajib Pajak I mengajukan permohonan banding. sanksi

berupa denda sebesar 50% (lima puluh pe:rsen) sebagaimana
pada ayat (3) tidak dikenakan.

hal pennohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan

'nNlV91I'Rn pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
BABXII

PENGEM:BA.LIANICELEBIHAlf PBMBAYARAR
Pasal23 .

Wajib ~ak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
diteta.pkanoleh Bupati.
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara

dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas delem jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat
·lCeJ)u!1ll.ssmkeberatan terse but.

permohonan banding menangguhkan kewajiban membe.yar pajak
~nPlai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedua

Banding

Pasa121 \,

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaks~d pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan terse but
dianggap dikabulkan.



Paaal25

Piutang Pejak yang tldalemungkin ditagih lagl karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas) bulan, sejak
.~itl·rillnAJlva permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
.sebtagllliIIUU1.adimaksudpada ayat (1),harus memberikan keputusan.

nuc:aU&J'~ jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan'
dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Pajak terse but.
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
[l] dilalrukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan eejak
diterbitkannyaSKPDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2
{dual bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulanatas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Tara cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupat;J.

BABXIU ~

KEDALUWARSA

Pa.a124

Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kcdaluwarsa setelah
me1ampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung scjak saat terutangnya Pajak,
kecua1i apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bielang perpaJakan
daerah,

Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimakaud pada ayat (ll
tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran danj'atau Surat Paksa; atau
b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

Dalam hal ditcrbitkan Surat Teguran dan Surat Pakaa aebagajrnana
dimaksud pacta ayat (2) huruf a, kedaluwaraa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa terse but.
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dirnakaud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mernpunyaiutang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Dacrah.

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan anpuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWsJibPajak.



lnstansi yang melaksanakan pernungutan Pajak dapat diberi insentif atas
dasar pencapaian kinetja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang..undengan.

BABXV

INSERTIJ' PEMUNGUTAN
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Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kcwajiban perpajakan daerah delam rangka me1ak88llskan
peraturan perundang-undangan perpajakan-daerah.
WajibPajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang bertrubungan dengan objek
Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dari/atau

. 1ukan'!tc. memberikan keterangan yang diper .

Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pemeriksaau Pajak diatur dengan
Peraturan Bupati

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp300.000.000,OO (tiga ratue juta rupiah) per tahun wajib menyc1cnggarakan
pembukuan atau pencatatan,

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cars.
pem.bukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
denganPeraturan Bupati.

BABXIV

PEMBUKOAN DAN PEMERlKSAAN

Pasal26

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedlah':lwarsasebagaimana dimaksud pada ayat (1).

cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dcngan
Peraturan Bupati.



I
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di linglrungan Pemerintah D~ diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik unn4 melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud daJam Undang
Undang Hukum Acara Pidana.

BABXVD

PENYIDIKAN

Paaal30

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh W~ib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekeIjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga t.erhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalsm pelsksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. Pejabat danl atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tcrtulis kcpada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ~I memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk..

Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
sebagaimana climaksud pada ayat (1),dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk mcmbcrikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan
yang diminta.

BABXVl

KETENTUAN KHUSUS

Palal29

~,



scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pepwai ncgeri
tertentu di lingkungan Pemenntah Daerah yang diangkat oJeh pejabat
berWenang sesuai dengan ketentuan peraturan penmdangundangan.

Penyidik sebapimano. dirnakaud pada ayat (1) ada1ah:

menerima, mencari, mengumpulkan. dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keter:angan atau laporan tersebur menJndi lebih lengkap dan jeJaa;
meneliti, rnencan, dan mengurnpulkan ketcrangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang I}ccbcnatan pcrbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan bndak pldana pel"p8Jakan Daerah;

\,
mcmmta keterangan dan bahan buktl dan orang pribadi atau Badan
aehubungan dengan lindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
memeriks:a buku. catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dl 't»dang ~rpaJa.kan Daerah;
mdak:ulcan pengelcdahan untuk mcndapatkan bahan bukti pembukuan,
pcncatatan. dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

rnemmta bantuan lenap ahli dalam rangka pclakaanaan tugas penyidikan
:tmdak pdana di bldang pe~ kan D crab.

mcnyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meningalJcan ruangan
..tau b::mpat pada eaat pemerikaaan sedang bcrlang8UDg dan memeriksa
sde'OtJUu:orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

IClCmOUrt 8etieOrang yang berkaitan dengan tindale pidana perpe.jakan
Dacrah;

~ OT8Jlg unruk didengar kererangannya dan diperiksa sebagai
~ BtaU aa.ksi~
~tikan ~yidilcan, darr/atau

k. mdalrukan tindakan lain yang perlu untuk kclanc:aran penyidikan tindak
pidana di b1d.ang perp8Jakan Daerah sesual denpn ketentuan peraturan
pnundling..und.angan

Penyjdik dCbaga.jmAnadimabud pada ayat (1) mcmbentahukan dimulainya
penyidJkan dan menyamps.1}csnhasil penyldikannya kepada Pemmtut Umum

Penyidik peJabat PoM.ai Negara RcpubUk Jndonoaia, aeauai dcngan
ket.entuan yang d.iatur da1am Undans Undans Hukum Aeara Pklana.

B.uXVUI
K&TItKTUAJI PlDAJlA

Pual31

Wajlb P~ak yang karena kealpaannya tidak. menyampaikan SPTPD atau
meng;ai dengan tidak bcnar atau tidak Jcngkap.tau melampirkan lceterangan
yang tidak benar aehingga merugikan kcuanpn Oaerah dapat dipidana
dengan pidana kurunpn paling lama 1 (tatu) tahun atau plc:lana denda
pfl.hngbanyak 2 (dua) Jcali jumlah pajak terutang yana tidak .tau kurang
dlbayar.



BABXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

.,.I'''UI'~CI.HberlakUnya Peraturan Daerah ini:
) Sernua Peraturan dan Keputusao Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan Pajak Mineral Bukan Loga.m dan Batuan sepanjang belum
diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap

berlaku.

Pasa134

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dan Pasal33 ayat (1) dan ayat (2)
UjJC~u. penerimaan negara.

Pasa133

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kea1paannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana deogan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,OO (empat juta
rupiah).
Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh.Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kcwajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipeouhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1)dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dual tahun
dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,OO (sepuluhjuta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kcrahasiaannya
dilanggar.
Tuntutan pidana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah mcoyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

pidana eli bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhimya Masa
atau berakhirnya Bagian Tabun Pajak atau berakhimya Tabun Pajak yang

Pasal32

b Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketcrangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
jnnana penjara paling lama ~ (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) k:ali jurnlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.



HENOKI WORUMI

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPENTAHUN 2012 NOMOR 7

Oiundangkan eli S E R U I
pads tangga! 6 Februari 2012

YAN PIETERAYORBABA

Ditetapkan di SERUI
pada tanggal 6 Februari 2012

Pj. BUP~":UANYAPEN'

- ~

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
setiap orang dapat D;l'engetahuinya, memerintahkan pengundangan

Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Daerah
Kepulauan Yapen

Pasal37

saat berlakunya Peraturan Daerah lni, maka Peraturan Daerah Kabupaten
ijl.l\LI~"'''U' Yapen Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian

PJlonl~anC dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati



PASAL OEMI PASAL
Paw 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Paw 3

Cukupjelas

Pasal 4

CukupJelas

UMUM

Bahwa ketentuan tentang Pajak pengambilan dan pengoJahan dan

pemanfaatan bah.an Galian Golongan C eli Kabupaten Kepulauan Yapen

diatur daJam Peraturan Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2009,

kewenangan pengaturannya masih didasarkan kepada Undang- undang

Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. clan Retribuai Daerah.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya

penyesuaian/ penyempumaan kembali terhadap pengaturan materi Pajak
pengambilan dan pengolahan dan pemanfaatan baben Galian Golongan C

sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini dengan tujuan agar

penyelenggaraan Pajak pengambUan dan pengolahan dan pemanwatan bahan
Galian Golongan C tersebut dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi,
kepentingan Daerah serta Sesuai dengan peraturan Perunclang-undangan

yang berlaku.
Pajak pengambilan dan pengolahan dan pemanfaatan bahaD Galian Oolongan

C yang sekarang nomenklatumya menjadi Pejak Mineral Bukan Logam dan
Batuan merupakan aalah satu sumber Pcnclapatan Asli Daerah yang
potensiaJ, sehmgga perlu eliatur dan ditetapkan denpn Peraturan Daerah

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TENTANG

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN,KEPUlAUAN YAPEN

NOMOR 7 TAHUN 2012



Cukupjelas

Pasal 9 ~
Cukupjelas

Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukupjelas

Pasal 16

Cukupjelas

Pasal 17

Cukupjelas
,I

Pasal 18

Cukupjelas

Pasal 19

Cukupjelas

Pasal 20

Cukupjelas

Cukupjelas

5

Cukup Jelas

6

Cukupjelas



Pasal 21

Cukupjelas

Pasal 22

Cukupjelas ,
Pasal 23

Cukupjelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukupjelas

Pasal 26

cukupjelas

Pasal 27

Cukupjelas

Pasal 28

Cukupjelas

Pasal 29

Cukupjelas

Pasal 30

Cukupjelas

Pasal 31

Cukupjelas

Pasal 32

cukupjelas

Pasal 33

Cukupjelas

Pasal 34

cukupjelas

Pasal 35
cu}cupjelaS


